BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang JKN
2.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional

Pengertian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah (Kemenkes RI, 2012).

2.1.2 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu
manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi
akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari
Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
sesuai dengan kebutuhan tenaga medis. Manfaat pelayanan promotif dan preventif
meliputi pemberian pelayanan sebagai berikut :

1) Penyuluhan Kesehatan Perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan
mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit melalui perilaku hidup bersih
dan sehat.

2) Imunisasi Dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis
Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB), polio, dan campak.

3) Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrapsepsi dasar, vasektomi,
dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga
berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar yang
disediakan oleh Pemerintah Pusat.

4) Skrining Kesehatan, diberikan secara kolektif yang diajukan untuk
mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko

penyakit.



Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada
manfaat yang tidak dijamin meliputi :
1) Tidak sesuai prosedur
2) Pelayanan diluar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
3) Pelayanan bertujuan kosmetik
4) General Check-up, pengobatan alternative
5) Pelayanan kesehatan pada sat bencana
6) Pasien bunuh diri/penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk
menyiksa diri sendiri/bunuh diri/narkoba (Buku Pegangan Sosialisasi JKN
2014)

2.1.3 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan
dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang
kemudian dilakukan perbaikan penjelasan dalam Peraturan Presiden No. 111
Tahun 2013. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib dan
mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama mulai 1 Januari 2014 hingga
mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 1 Januari 2019. Beberapa
penjelasan lain mengenai kepesertaan berdasarkan Perpres tersebut antara lain
adalah:
1) Peserta
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
2) Pekerja
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lain.
3) Pemberi Kerja
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang
mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam

bentuk lainnya.



2.1.4 luran Jaminan Kesehatan Nasional

1. luran

luran Jaminan Kesehatan Nasioanal adalah sejumlah uang yang dibayarkan

secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk Program

Jaminan Kesehatan Nasional (Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan).

1)

2)

3)

4)

Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah.

Peserta PBI Jaminan Kesehatan luran dibayar oleh Pemerintah yaitu
sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan
Januari, Februari, Maret 2020 (Perpres No. 75 Tahun 2019).

Peserta PBI Jaminan Kesehatan luran dibayar oleh Pemerintah yaitu
sebesar Rp 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan April,
Mei, Juni 2020 (Perpres No. 82 Tahun 2018).

Peserta PBI Jaminan Kesehatan luran dibayar oleh Pemerintah yaitu
sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020 (Perpres No. 64
Tahun 2020).

Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan luran dibayar
oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per
orang perbulan 2021 (Perpres No. 64 Tahun 2020).

Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada lembaga
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota
Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintahan non pegawai negeri
sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan: 3% dibayar
oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta.

Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan
Swasta sebesar, 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan: 4%
dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

luran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari

anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1%



5)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima
upah.

luran bagi PBPU dan Peserta BP:

Bulan Januari, Februari, Maret 2020 (Perpres 75 Tahun 2019) adalah
sebesar:

Rp 42.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas IlI.

Rp 110.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I1.

Rp 160.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I.

Bulan April, Mei, Juni 2020 (Perpres 82 Tahun 2018) adalah sebesar:

Rp 25.500,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas IlI.

Rp 51.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I1.

Rp 80.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I.

Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020
(Perpres 64 Tahun 2020) adalah sebesar:

Rp 42.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas IlI.

Rp 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I1.

Rp 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I.

Tahun 2021 (Perpres 64 Tahun 2020) adalah sebesar:

Rp 42.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas Il1.

Rp 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang

perawatan Kelas II.



3)

Rp 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas I.

luran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, danjanda,
duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan,
iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang Ill/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh

Pemerintah.

Peserta yang mengikuti Program JKN terbagi dalam dua golongan yaitu :

1
1)

Pekerja Penerima Upah

PPU Penyelenggara Negara

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri

Sipil) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada
Kementerian/Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi
Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan,
atau PNS dipekerjakan untuk tugas negara lainnya.

Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan adalah PNS yang diperbantukan pada
Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang gajinya dibayar oleh
instansi yang menerima perbantuan.

Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah PNS yang dipekerjakan pada
Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi
lainnya yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.

PegawaiNegeri Sipil Daerah adalah PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan bekerja pada Pemerintah DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota.



5) Pegawai Negeri Sipil TNI adalah PNS TNI Angkatan Darat, TNI
Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6) Pegawai Negeri Sipil Polri adalah PNS pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga)

orang anak, dengan Kriteria:

1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan
sendiri;

2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh
lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak
berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang
ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai

Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak

dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

2) Prajurit

Prajurit adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang

melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan
atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.
Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga)

orang anak, dengan kriteria:

1) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan
sendiri;

2) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh

lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
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3) Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak
berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang
ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai
Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak
dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

3) Polri

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga)
orang anak, dengan kriteria:

1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan

sendiri;

2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh
lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya
sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah
3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai
Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak
dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

4) Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang, terdiri dari:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
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3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah
Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan
Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;

© N o v

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

9. Gubernur dan Wakil Gubernur;

10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;dan

11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

12. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di
Indonesia.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3
(tiga) orang anak, dengan kriteria:

1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan

sendiri;

2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua

puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya
sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah
3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai

Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran.

5) Perangkat Desa
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Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala
Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa
adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan
kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-
pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan
dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan
tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian
rumusan dan penjelasannya sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Kepala Desa dan
Perangkat Desa menjadi bagian dari segmen Pekerja Penerima Upah dalam
Program JKN-KIS. Adapun yang termasuk dalam kelompok perangkat desa
adalah:

1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf

sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak banyak terdiri atas 3 (tiga)

urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan
perencanaan, dan urusan keuangan. Masing- masing urusan dipimpin oleh

Kepala Urusan.

2. Pelaksana Kewilayahan
Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain
yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

3. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi

pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan dan paling sedikit 2

(dua) seksi vyaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan

pelayanan.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung
Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3

(tiga) orang anak, dengan kriteria:
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1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan
sendiri;

2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua
puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya
sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah
3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai
Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak
dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

6) PPNPN

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah Pegawai Tidak

Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Pegawai tersebut merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Contoh antara lain:

1) Pegawai Honorer adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan
tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi
beban APBN atau APBD.

2) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung
Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3

(tiga) orang anak, dengan kriteria:
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1) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan

sendiri;

2) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua

puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya
sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah
3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai
Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak
dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

7) PPU BadanUsaha

Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha adalah setiap orang yang bekerja

pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.
Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara (PPU BU) terdiri atas:

1. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pegawai pada badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan.

2. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pegawai pada badan
usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

3. Pegawai Badan Usaha Swasta (BU Swasta) adalah pegawai pada badan
usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan Usaha ini sepenuhnya dikelola dan
permodalannya dari pihak swasta dan berbadan hukum. Beberapa jenis BU
Swasta yang ada di Indonesia seperti Perusahaan Perorangan, Perusahaan
Persekutuan, Perusahaan Perseroan, Yayasan, dan lain-lain.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga)

orang anak, dengan kriteria:

1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan

sendiri;
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2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh

lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak
ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya
sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah
3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai
Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak
dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

2. Seputar PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan PHK dalam Program JKN-KIS, peserta PPU yang mengalami PHK
tetap memperoleh hak Manfaat Program JKN- KIS paling lama 6 (enam) bulan
sejak di PHK, tanpa membayar luran. Manfaat Program JKN-KIS yang diberikan
berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas Il1.

Adapun kriteria PHK yang ditanggung dalam Program JKN-KIS yaitu:

1. PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan

dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;

2. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;

3. PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan

dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau

4. PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak

mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga
penyelesaian perselisinan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun
Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar luran sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. PD Pemda
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Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) adalah

Penduduk yang belum diikutsertakan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, yang

didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS

Kesehatan. Pendaftaran penduduk dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

(PKS) antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau

pemerintah kabupaten/kota.

4.
1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja
atau berusaha atas risiko sendiri, terdiri dari:

Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri antara lain:
Berskala mikro dengan modal kecil,

Menggunakan teknologi sederhana/rendah;

Menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatife rendah;
Tempat usaha tidak tetap;

Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;

Kelangsungan usaha tidak terjamin;

Jam Kerja tidak teratur;

Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap

Tidak mempunyai perjanjian/kontrak kerja

Pekerja yang termasuk kelompok bukan penerima upah antara lain:
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto  model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seniman lainnya.

Olahragawan.

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Pengawas atau pengelola proyek.
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7)

8)

2)

3)

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi atau lembaga sejenis, santri, saksi dan
korban dalam perlindungan Lembaga Hukum, Penghuni Lembaga
Permasyarakatan Negara, Panti Sosial, Lembaga atau Badan Amal,
Lembaga atau Badan Sosial yang sejenis.

Warga Negara Asing yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri di
Negara Kesatuan Republik Indonesia minimal 6 (enam) bulan dan
dilengkapi dengan surat izin kerja yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peserta PBPU wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga
sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga (Suami/lstri/anak/anggota
keluarga lain). Pendaftaran dilakukan dikelas rawat yang sama untuk
seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
Pendaftaran bagi Peserta PBPU atau Peserta BP yang dilakukan secara
sendiri-sendiri, pembayaran luran pertama dapat dilakukan setelah 14
(empat belas) hari kalender sejak pendaftaran dan dinyatakan layak
berdasarkan verifikasi pendaftaran dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak pendaftaran melalui mekanisme autodebit.

Bukan Pekerja (BP) terdiri atas:

Investor yaitu perorangan yang melakukan suatu investasi (bentuk
penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik
dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Pemberi Kerja yaitu orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga
kerja, dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Penerima Pensiun, terdiri atas:

Penerima Pensiun Pejabat Negara; yaitu Pejabat Negara yang berhenti
dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari pejabat
negara yang mendapat hak pensiun.

Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil; yaitu Pegawai Negeri Sipil yang
berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hak pensiun.
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4)

Penerima Pensiun Prajurit/anggota Polri; yaitu anggota TNI/Polri yang
berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari
anggota Prajurit/Polri yang mendapat hak pensiun.

Veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan

bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif

dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam
pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta

secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB untuk

melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai
penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Perintis Kemerdekaan adalah Pejuang yang diangkat, ditetapkan, diakui

dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan  surat

KeputusanMenteri Sosial Rl sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan

Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis

Kemerdekaan; dan

Bukan Pekerja yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 6 yang

mampu membayar iuran

Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah

Peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya

dibayarkan oleh Pemerintah.

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan
dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran Jaminan

Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.
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Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat:

1. WNI

2. Memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil

3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Kepesertaan PBI JK berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh

Kementerian Kesehatan berdasarkan Penetapan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial kecuali untuk

bayi yang dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai

PBI JK otomatis sebagai peserta, sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembayaran luran

Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan
berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu
jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja
wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi
tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS
secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan).

Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan
pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan
denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang
tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan
yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS
Kesehatan. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan diawal.

BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai
dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan
pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada
Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan

dengan pembayaran luran bulan berikutnya (Perpres No. 111 tahun 2013).
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2.1.5 Ketentuan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan

Kesehatan, terdapat ketentuan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehtan
Nasional, yaitu:

1. Pemberi Kerja wajib rnemungut iuran dari pekerjanya, rnembayar iuran
yang rnenjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada
BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10
jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

2. Peserta PBPU dan Peserta BP wajib membayar iuran kepada BPJS
Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. luran dapat dibayarkan
untuk lebihdaril (satu) bulan yang dilakukan di awal. BPJS Kesehatan
wajib mengembangkan mekanisme penarikan iuran yang efektif dan
efisien bagi Peserta PBPU dan Peserta BP. Pembayaran iuran bagi Peserta
PBPU dan Peserta BP dilakukan secara kolektif atas total tagihan untuk
seluruh anggota keluarga sesuai data yang tercantum dalam kartu keluarga
melalui nomor VirtualAccount.

3. Apabila Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai
dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan
sementara sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya.

4. Pemberhentian sementara penjaminan Peserta berakhir dan status
kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:

1) Telah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu
24 (dua puluh empat) bulan; dan

2) Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri
pemberhentian sementara jaminan.

5. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan
aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan
untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang
diperolehnya.

6. Perhitungan denda vyaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari

perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan
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diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan

ketentuan:

1) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan

2) Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2.1.6 Hak dan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Setiap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhak (Permenkes RI No

28 Tahun 2014) :

1. Mendapatkan nomor identitas tunggal peserta.

2. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang
bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS Kesehatan).

3. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai
yang diinginkan. Perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama
selanjutnya dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan. Khusus bagi peserta:
Askes sosial dari PT. Askes (Persero), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek, program Jamkesmas dan TNI/POLRI,
3 (tiga) bulan pertama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

4. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan
pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setiap
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkewajiban untuk:

1) Mendaftarkan diri dan membayar iuran, kecuali Penerima Bantuan
luran (PBI) jaminan kesehatan pendaftaran dan pembayaran iurannya
dilakukan oleh Pemerintah.

2) Mentaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan menunjukkan
identitas peserta pada saat pindah domisili, pindah kerja, menikah,

perceraian, kematian, kelahiran dan lain-lain.
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2.2 Tinjauan Tentang BPJS Kesehatan
2.2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik
yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan
program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di indonesia. (UU No 24 Tahun 2011
tentang BPJS).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang di selenggarakan dengan menggunakan
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuanuntuk
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak di berikan kepada
setiap orang yang membayar iur atau iurannya dibayar oleh pemerintah. (UU
No 40 Tahun 2004 tentang SJSN).

Kedua badan tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk
memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan
program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program
jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS
memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS.
Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan
sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut
secara transparan.

2.2.2 Prinsip BPJS Kesehatan

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh UU SJSN
Pasal 19 ayat 1 yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Maksud prinsip asuransi
sosial adalah :

1. Kegotong royongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang

tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah.
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selaktif.

3. luran berdasarkan presentase upah atau penghasilan.
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4. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan
sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang
dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah kesamaan jangkauan
finansial ke pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) dan masuk dalam program pemerintah pada tahun 2014.

2.2.3 Tugas BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas
untuk (Pasal 10 UU No 24 Tahun 2011) :

1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.

2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.

3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.

4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.

5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.

6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai

dengan ketentuan program jaminan sosial.

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial

kepada peserta dan masyarakat.

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan
pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk
menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial,
pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas
penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan
keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara
pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan
peserta.

2.2.3 Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan

Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak (Permenkes
RI No 28 Tahun 2014):

1. Mendapatkan kartu identitas peserta

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan.
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Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban untuk :

1) Membayar iuran

2) Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan
menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili atau pindah kerja.

2.2.4 Wewenang BPJS Kesehatan
Berdasarkan Pasal 11 UU No 24 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugasnya,
BPJS berwenang untuk:

1. Menagih pembayaran luran;

2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

6. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang
tidak memenuhi kewajibannya;

7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai
ketidak patuhannya dalam membayar luran atau dalam memenuhi
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

3) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan
program Jaminan Sosial.

2.3 Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Mengikuti Program JKN-KIS

Menurut teori Andersen (dalam Notoatmodjo, 2007) pemanfaatan pelayanan

kesehatan dipengaruhi oleh komponen predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan
seseorang. Selanjutnya Andersen menguraikan komponen predisposisi tersebut
dalam 3 faktor, yaitu faktor demografi yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan

status perkawinan. Struktur sosial terdiri dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan
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ras. Kepercayaan terdiri dari keyakinan, sikap atau pandangan terhadap pelayanan
kesehatan. Faktor pemungkin terdiri dari sumber daya keluarga (pendapatan,
pengetahuan tentang informasi pelayanan kesehatan), kualitas pelayanan dan
jarak. Faktor kebutuhan terdiri dari penilaian individu dan penilaian klinik.
Berdasarkan penelitian Nosratnejad (2014), kemauan masyarakat untuk
menjadi peserta dan membayar asuransi kesehatan berkorelasi positif dengan
pendapatan, pendidikan, pekerjaan kepala rumah tangga, dan jumlah anggota yang
harus ditanggung dalam suatu rumah tangga. Menurut penelitian Purwaningsih
(2017), ada hubungan antara pengetahuan, sikap kepala keluarga, informasi yang
diperoleh, dukungan keluarga, dan penghasilan dengan keikutsertaan JKN.
Menurut penelitian Intiasari  (2015), faktor yang berhubungan dengan
kepemilikian asuransi sukarela adalah umur, pendidikan, pekerjaan, status
perkawinan, status dalam keluarga, tempat tinggal, status ekonomi, status tempat
tinggal, kepemilikan obat tradisional dan kepemilikan riwayat penyakit kronis.
Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dan
masyarakat dalam memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional, maka
dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih mendalam adalah tingkat
pengetahuan, pekerjaan, dan pendidikan.
2.3.1 Tinjauan Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu
seseorangterhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga,
dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai
menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian
dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh
melalui indra pendengaran vyaitu telinga dan indra penglihatan yaitu mata
(Notoatmodjo, 2012).

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan atau kognitif merupakan
domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari
pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan
lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan dalam pengertian lain yang lebih menekankan pengamatan

dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan
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aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan
danobservasi yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris
tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang
dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada
objek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui
pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali (Meliono dkk, 2007:103).
Berdasarkan hasil penelitian tentang kepesertaan BPJS Kesehatan, dimana hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan pengetahuan baik memiliki peluang untuk
ikut BPJS sebesar lima kali dibandingkan dengan pengetahuan yang kurang baik
(Prasetyo, 2015:87).

Menurut Budiman (2013) dalam Astuti (2013) menjelaskan bahwa jenis
pengetahuan diantaranya sebagai berikut :

1. Pengetahuan Implisit

Pengetahuan implisit merupakan pengetahuan yang masih tertanam dalam
bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor—faktor yang tidak bersifat
nyata, seperti keyakinan pribadi, prespektif, dan prinsip.

2. Pengetahuan Eksplisit

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah disimpan dalam
wujud nyata, bisa dalam wujud perilaku kesehatan.

Tingkat pengetahuan dalam aspek kognitif menurut Notoatmodjo (2010:122),
dibagi menjadi 6 (enam) tingkatan yaitu:

1) Tahu ( know)

Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, dari
seluruh bahan yang dipelajari. Tahu ini merupakan tingkat pengertian yang paling
rendah.

2) Memahami (Comprehension)

Memahami ini diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara
benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi ke
kondisi sebenarnya.

3) Aplikasi (Aplication)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi

atau kondisi yang sebenarnya.
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4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek
ke dalam komponen—komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi
tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi (Evaluation)

Evalusi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau obyek.

2.3.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan

Pekerjaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang dapat
mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan. Bekerja adalah salah satu
upaya untuk mendapatkan pamasukan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan  kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan yang baik dapat
meningkatkan akses seseorang ke layanan kesehatan untuk menjaga status
kesehatannya agar tetap baik (Indriyani, 2012).

Menurut (Notoatmodjo, 2010) dalam (Widyanti, 2018) pekerjaan adalah
aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memperoleh
penghasilan. Setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan selalu dikaitkan dengan
mata pencahariannya. Menurut penelitian (Widyasih, 2014), jenis pekerjaan
seseorang berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan. Seseorang
akan memperoleh pendapatan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimiliki.
Pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut merupakan penghasilan
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu kebutuhan hidup
tersebut adalah menyisihkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kewajiban
dalam membayar iuran JKN.

Pengetahuan yang tinggi juga mempengaruhi oleh status pekerjaan yang
dimiliki yaitu sebagai wiraswasta. Friedman (2004), mencatat bahwa pekerjaan

merupakan jembatan untuk memperoleh uang dalam memenuhi kebutuhan hidup
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dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan. Banyaknya orang
yang datang dan pergi setiap saat memungkinkan mereka lebih sering berinteraksi
dengan banyak orang sehingga bisa memungkinkan akses informasi dan
pengetahuan akan bertambah luas (Murdiyatmoko, 2004).

Penelitan Intiasari, dkk (2015), menunjukkan ada hubungan antara
pekerjaan dengan kepemilikan asuransi kesehatan sukarela (p=0,001).
Pengetahuan yang baik didukung dengan sikap positif yang dimiliki oleh
masyarakat maka akan berfikir untuk melakukan pencegahan terhadap risiko sakit
yaitu dengan mengikuti JKN kemudian juga akan secara sukarela membayar
iuran JKN.

2.3.3 Tinjauan Tentang Pendidikan

Status pendidikan sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan pengetahuan
seseorang, sehingga status pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Biasanya masyarakat yang
berpendidikan rendah, kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik
tentang manfaat pelayanan pelayanan kesehatan (Rumengan, Umboh, & Kandou,
2015). Menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2003 adalah:

1. Pendidikan Dasar/Rendah (Tidak sekolah, SD-SMP/MTS5).

2. Pendidikan Menengah (SMA/SMK).

3. Pendidikan Tinggi (Diploma-Strata).

Tingkat pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan yang formal, melalui tingkat pendidikan berpengaruh
terhadap kesadaran individu dalam melakukan tindakan perencanaan dan
pengendalian untuk mengatasi risiko yang akan timbul dalam kehidupan. Menurut
Handayan (dalam Pratiwi) pendidikan mempengaruhi persepsi risiko, derajat
keenganan menerima risiko dan persepsi terhadap besarnya kerugian. Semakin
tinggi tingkat pendidikan, semakin bertambah pengetahuan mengenai informasi
jaminan kesehatan dan kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan. Ketika
seseorang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka dapat lebih memahami dan

megetahui manfaat serta kebutuhan yang dianggap penting seperti kebutuhan akan
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pelayanan kesehatan yang dapat dijamin dengan cara membayar iuran jaminan
kesehatan sehingga tingkat keinginan seseorang dalam membayar iuran tersebut
akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat
pendidikan rendah dapat menurunkan keinginannya dalam membayar iuran
jaminan kesehatan karena tingkat pemahaman serta pengetahuan mengenai

adanya iuran jaminan kesehatan masih rendah.
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2.4 Kerangka Konsep

Faktor Predisposisi:
1. Pengetahuan
2. Pekerjaan
3. Pendidikan
1. Umur |
i 2. Jenis kelamin
3. Status
! perkawinan |
Masyarakat i 4. Besar keluarga !
yang tidak : 5. Keyakinan |
terdaftar i 6. Sikap
menjadi
peserta JKN

1. Pendapatan !
2. Kemampuan !
membayar
3. Keikutsertaa !
n asuransi
4. Kurangnya
informasi
5. Dukungan
keluarga

i 1. Kesehatan

2. Gejala penyakit
! 3. Ketidakmampuan
i bekerja

i 1 . Faktor yang tidak diteliti

: Faktor yang diteliti

Gambar 2.1 Kerangka KonsepTeori Lawrence Green
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Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Teori Lawrence Green, terdapat
tiga sasaran penelitian yaitu pengetahuan, pekerjaan dan pendidikan yang akan
mempengaruhi tingkat kepesertaan JKN-KIS di Indonesia khususnya di Desa

Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.
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